
PERATURAN

MENTERIKELAUTANDANPERIKANANREPUBLIKINDONESIA

NOMOR37/PERMEN-KP/2017

TENTANG

STANDAROPERASIONALPROSEDURPENEGAKANHUKUM

SATUANTUGASPEMBERANTASANPENANGKAPANIKANSECARAILEGAL(ILLEGAL

FISHING)

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERIKELAUTANDANPERIKANANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : a.bahwapraktekkejahatandibidangperikanandiIndonesiatelah

merusaksumberdayaperikanan,ekosistemlaut,perekonomian,

dansosialmasyarakatsehinggaperluditanganisecaraterpadu;

b.bahwauntukmengatasipermasalahantersebut,pemerintah

telahmembentukSatuanTugasPemberantasanPenangkapan

IkansecaraIlegal(IllegalFishing)yangkeanggotaannyaterdiri

atasbeberapakementerian/lembaganegara;

c.bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas

SatuanTugasPemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegal

(IllegalFishing),perlumenyusunStandarOperasionalProsedur

Penegakan Hukum bagi Satuan Tugas Pemberantasan

PenangkapanIkansecaraIlegal(IllegalFishing);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamhurufa,hurufb,danhurufc,perlumenetapkanPeraturan

MenteriKelautandanPerikanantentangStandarOperasional

ProsedurPenegakanHukum SatuanTugasPemberantasan

PenangkapanIkansecaraIlegal(IllegalFishing);
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Mengingat : 1.PeraturanPresidenNomor115Tahun2015tentangSatuan

TugasPemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegal(Illegal

Fishing)(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015

Nomor235);

2.PeraturanMenteriKelautandanPerikananSelakuKomandan

SatuanTugasPemberantasanPenangkapanIkansecaraIlegal

(IllegalFishing)Nomor1/PERMEN-KP/SATGAS/2015tentang

Organisasidan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan

PenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERIKELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENEGAKAN HUKUM

SATUANTUGASPEMBERANTASANPENANGKAPANIKANSECARA

ILEGAL(ILLEGALFISHING).

Pasal1

DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:

1. SatuanTugasPemberantasanPenangkapanIkansecaraIlegal

(IllegalFishing),yangselanjutnyadisebutSatgas115adalah

SatuanTugasPemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegal

(Illegal Fishing) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Presiden Nomor115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas

PemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing).

2. TindakPidanadiBidangPerikananadalahpenangkapanikan

secarailegal(IllegalFishing)danpenangkapanikanyangtidak

dilaporkan(UnreportedFishing).

3. PenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing)adalahkegiatan

perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang

dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangandibidangperikanan.

4. PenangkapanIkanyangTidakDilaporkan(UnreportedFishing)

adalah kegiatan tidak melaporkan hasil tangkapan atau

melaporkanhasiltangkapanyangtidaksesuaidenganhasil

tangkapan yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam

ketentuanperaturanperundang-undangandibidangperikanan.
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5. Operasi Penegakan Hukum adalah serangkaian kegiatan

penyelidikan,penyidikan,penuntutan,dan/ataujikadiperlukan

sampaipadaupayahukum.

6. Penyelidikan,Penyidikan,Penuntutan,danUpayaHukumadalah

sebagaimanadimaksuddalam Undang-UndangNomor8Tahun

1981tentangKitabUndang-UndangHukumAcaraPidana.

7. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku

KomandanSatuanTugasPemberantasanPenangkapanIkan

SecaraIlegal(IllegalFishing).

Pasal2

StandarOperasionalProsedurPenegakanHukum SatuanTugas

PemberantasanPenangkapanIkansecaraIlegal(IllegalFishing)

merupakan acuan bagianggota Satuan Tugas Pemberantasan

PenangkapanIkansecaraIlegal(IllegalFishing)dalammelaksanakan

operasidan penegakan hukum terhadap kejahatan dibidang

perikanansesuaiketentuanhukumnasionaldanhukuminternasional.

Pasal3

StandarOperasionalProsedurPenegakanHukum SatuanTugas

PemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing)

tercantumdalamLampiranyangmerupakanbagiantidakterpisahkan

dariPeraturanMenteriini.
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Pasal4

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

DitetapkandiJakarta

padatanggal10Juli2017

MENTERIKELAUTANDANPERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SUSIPUDJIASTUTI

DiundangkandiJakarta

padatanggal12Juli2017

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

WIDODOEKATJAHJANA

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN2017NOMOR949

LembarPengesahan

Pejabat Paraf

Plh.KabagPUUII

KasubbagPSDKPKIPM
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIKINDONESIA
NOMOR37/PERMEN-KP/2017
TENTANGSTANDAROPERASIONALPROSEDUR
PENEGAKANHUKUMSATUANTUGASPEMBERANTASAN
PENANGKAPANIKANSECARAILEGAL(ILLEGALFISHING)

BABI
PENDAHULUAN

A.Umum

Indonesia,denganpanjanggarispantaimencapai99.093km,merupakan
negara kepulauan yang memilikisumberdaya kelautan dan perikanan yang
melimpah.Kekayaan sumberdaya tersebutsangatrentan terhadap potensi
gangguandiantaranyakegiatanPenangkapanIkanSecaraIlegal.Kerugianyang
munculakibatkegiatanilegaltersebutsangatbesardanberdampakburukbagi
kedaulatanIndonesia,keberlanjutansumberdayakelautandanperikananIndonesia,
sertakesejahteraanrakyatIndonesia.

DibawahkepemimpinanPresidenJokoWidodo,Pemerintahterusmelakukan
upayapemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegalyangsalahsatubentuknya
adalahmembentukSatuanTugasPemberantasanPenangkapanIkanSecaraIlegal
(IllegalFishing)(selanjutnyadisebutdengan“Satgas115”),melaluipengundangan
PeraturanPresidenNomor115Tahun2015(selanjutnyadisebut“PerpresSatgas
115”).Satgas115diberitugasuntukmelaksanakanOperasiPenegakanHukum
untukmemberantasPenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing),jugakegiatan
perikananyangtidakdilaporkan(unreportedfishing).

Untukmelaksanakantugastersebut,Satgas115melaluiunsur-unsuryangada
didalamnyaberwenanguntukmenjalankanfungsipengumpulandananalisisdata
daninformasi,pencegahan,penindakan,danyustisiyaitu:

1.menentukantargetOperasiPenegakanHukum dalam rangkapemberantasan
PenangkapanIkanSecaraIlegal;

2.melakukankoordinasidalampengumpulandatadaninformasiyangdibutuhkan
sebagaiupayapenegakanhukumdenganinstitusiterkait,termasuknamuntidak
terbataspadaKementerianKelautandanPerikanan,KementerianKeuangan,
KementerianLuarNegeri,KementerianPerhubungan,TentaraNasionalIndonesia
AngkatanLaut,KepolisianNegaraRepublikIndonesia,KejaksaanAgungRepublik
Indonesia,BadanKeamananLaut,PusatPelaporandanAnalisisTransaksi
Keuangan,danBadanIntelijenNegara;

3.membentukdanmemerintahkanunsur-unsurSatgas115untukmelaksanakan
OperasiPenegakanHukum dalam rangkapemberantasanPenangkapanIkan
SecaraIlegaldikawasanyangditentukanolehSatgas115;

4. melaksanakankomandodanpengendalianterhadapunsur-unsurSatgas115
yangmeliputikapal,pesawatudara,danteknologilainnyadariTentaraNasional
IndonesiaAngkatanLaut,KepolisianNegaraRepublikIndonesia,Kementerian
KelautandanPerikanan,BadanKeamananLaut,sertaKejaksaanRepublik
IndonesiayangsudahberadadidalamSatgas115.

Unsur-unsurSatgas115terdiridariKementerianKelautandanPerikanan,
TentaraNasionalIndonesiaAngkatanLaut,KepolisianNegaraRepublikIndonesia,
BadanKeamananLautdanKejaksaanRepublikIndonesia.
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Denganunsur-unsuryangbersifatlintasinstansidankewenangankoordinasi
yangluas,Satgas115,melaluiunsur-unsurnya,diharapkandapatmengoptimalkan
segalainstrumenhukum dengankonsepmultirezim hukum (multidoor)serta
mengoptimalkan koordinasibaik dalam negerimaupun luarnegeri,sehingga
penegakanhukumterhadapPenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing)menjadi
efektifdanefisien.Maksudkonsepmultirezim hukum adalahmenggunakantidak
hanyasatuundang-undanguntukmenjeratpelakukejahatan,namunjugaundang-
undanglainyangberkaitandengankegiatanperikanan,dalamhalditemukanfakta-
faktaadanyakejahatanlain.Halinipentingdikarenakantelahterungkapfaktabahwa
kejahatandibidangperikananeratdengankejahatan-kejahatanlainnyadanseringkali
bersifatlintas negara,antara lain namun tidakterbatas pada tindakpidana
perdaganganorang,penyelundupan,pelayaran,ketenagakerjaan,keimigrasian,dan
lain-lain.

Penegakan hukum dengan konsep multirezim hukum dan koordinasi
dilaksanakanolehSatgas115padasaatmelaksanakanoperasi,Penyelidikan,
Penyidikan,Penuntutan,UpayaHukum danpelaksanaanputusanpengadilanyang
telahberkekuatanhukum tetap.Untukmenciptakansebuahkeseragamandalam
pelaksanaannya,makadisusunlahsebuahStandarOperasionalProsedurPenegakan
HukumbagiSatgas115(selanjutnyadisebut“SOP”).

B.MaksuddanTujuan

MaksuddisusunnyaSOPiniadalahuntukmenciptakankeseragamantindakan
dalampenegakanhukumdenganmenggunakankonsepmultirezimhukum,sehingga
efektifdanefisienuntukmemberantasPenangkapanIkanSecaraIlegal(illegal
fishing).

TujuandisusunnyaSOPiniadalahuntukmenciptakankemudahanbagipara
anggotaSatgas115dalam menjalankantugasdanfungsinyadalam penegakan
hukum.

C.PrinsipdanAsas

1.Teguhpadatujuan;

2.Akuntabel,yaituOperasiPenegakanHukumharusdapatdipertanggungjawabkan;

3.Profesional,yaitutiappersonilSatgas115dalam melaksanakantugasselalu
berupayamenggunakankemampuanterbaiknyadenganpatuhkepadaketentuan
peraturanperundang-undangan;

4.Responsif,yaitutindaklanjutterhadapperintahpimpinandilaksanakandengan
segera;

5.Transparan,yaitusegalakegiatanyangberkaitandenganpelaksanaanoperasi
penegakanhukumdilaksanakansecaraterbukasehinggadapatdenganmudah
diaksesolehseluruhpersonilSatgas115danmasyarakat,kecualiinformasiyang
bersifatrahasia;

6.Efisiendanefektif,yaituOperasiPenegakanHukum dilaksanakandengan
sasaranyangterukurdenganpemanfaatansumberdayayangtepatguna;

7.Dalam melaksanakanOperasiPenegakanHukum,personilSatgas115wajib
memperhatikan:

a.haktersangkasesuaiKUHAP;

b.hakpelapordanpengadu;

c.haksaksikorban;
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d.hakasasimanusia;

e.asaspersamaandimukahukum;

f. asaspradugatakbersalah;

g.asaslegalitas;

h.asaskepatutan,kecualidalamhaldiaturdalamundang-undanglain;dan

i. memperhatikanetikaprofesiPenyidikdanPenuntutUmum.

D.RuangLingkup

RuanglingkupSOPinimeliputi:

1.Pendahuluan;

2.Pengumpulandananalisisdatadaninformasisertapenetapandaerahoperasi;

3.Penyelidikandidarat,laut,danudarapadadaerahoperasi;

4.Penyidikan;

5.Penuntutan,upaya hukum,dan eksekusiputusan pengadilan yang telah
berkekuatanhukumtetap;dan

6.Anggaran.

Dalam tiap kegiatantersebutdiatasdilaksanakandenganperencanaan,
penetapananggaran,komando,koordinasi,supervisi,pelaporan,danevaluasi.

SOPiniberlakuterhadapseluruhpersonilSatgas115yaitu:

1.PimpinanSatgas115,yaituKomandan,KepalaPelaksanaHarian,paraWakil
KepalaPelaksanaHarian,KoordinatorStafKhusus,danparaStafKhusus;

2.TimAhli,yaituKoordinatorTimAhlidanparaAnggotaTimAhli;

3.TimGabungan,yaitu:

a.DirekturOperasi,paraWakilDirekturOperasi,paraKomandanSektor,para
StafOperasi,paraStafLogistik,paraStafHukum,danparaStafIntelijen;

b.DirekturYustisi,paraWakilDirekturYustisi,KoordinatorTimJaksaPeneliti,
KoordinatorTim Penyidikan,KoordinatorTim UpayaHukum danEksekusi,
paraKetuaTim Sidik,paraAnggotaTim Sidik,paraAnggotaTim Jaksa
Peneliti,paraAnggotaTim UpayaHukum danEksekusi,paraStafpada
DirektoratYustisi;

4.Sekretariat,yaituKepalaSekretariat,KepalaDivisiLogistikdanOperasi,Kepala
DivisiKeuangan,KepalaDivisiUmum danSistem Informasi,KepalaDivisi
PengendalianIntern,paraAnggotaTimSekretariat;

5.AsistenStafKhusus/TimAsistensi.
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BABII
PENGUMPULANDANANALISISDATADANINFORMASISERTAPENETAPANDAERAH

OPERASI

A.PengumpulandanAnalisisDatasertaInformasi

1.Ruanglingkup

a.Pengumpulandatadaninformasi;dan

b.Analisisdatadaninformasiyangtelahdikumpulkan.

2.JenisKegiatandanTahapanKerja

a.Umum

1) Kegiatanpengumpulandatadaninformasidilapangan,pengumpulan
datadaninformasimelaluiPusatPengendalian,dananalisisdatadan
informasimerupakan kegiatan yang dapatdilakukan oleh personil
Satgas115baikdipusatmaupundaerah,secaraterencanamaupun
mendadak.

2) Perintahuntukmelakukankegiatanpengumpulandatadaninformasidi
lapanganhanyadapatdiberikanolehPimpinanSatgas115,Direktur
Operasi,dan/atauDirekturYustisi.

3) KegiatanpengumpulandatadaninformasimelaluiPusatPengendalian
diperuntukkankhususuntukjajaranDirektoratOperasi.Perintahuntuk
melaksanakan kegiatan pengumpulan data tersebuthanya dapat
diberikanPimpinanSatgas115,dan/atauDirekturOperasi.

4) Perintah,baikberbentuklisanmaupuntertulis,dapatdiberikandengan
jenjangmaupunlangsung.

b.Pengumpulandatadaninformasidilapangan

1) Penerimaperintahsetelahmenerimaperintahwajibsegeramembuat
laporantertulisyangberisiinformasimengenaisiapapemberiperintah,
siapapenerimaperintah,kapanperintahdiberikan,apaperintahyang
diterima,danrencanapelaksanaanperintah.

2) Penerima perintah melakukan koordinasidengan DirekturOperasi,
DirekturYustisi,dan KoordinatorStafKhusus mengenairencana
pelaksanaanperintah.

3) DirekturOperasi,DirekturYustisi,dan/atauKoordinatorStafKhusus
menerbitkan SuratTugas yang berisinama-nama personiluntuk
melaksanakanperintah(selanjutnyadisebut“TimPelaksana”).

4) KetuaTim Pelaksanamenyerahkanlaporansebagaimanadimaksud
padaangka1)danSuratTugassebagaimanadimaksudpadaangka3)
kepadaKepalaSekretariatuntukdapatsegeradilakukanpemesanan
tikettransportasi,akomodasi,dandisediakanuangperjalanandinasbagi
TimPelaksana.

5) DalamhalKepalaSekretariatsedangberhalanganhadir,makadokumen-
dokumensebagaimanadimaksudpadaangka4)diserahkankepada
KepalaDivisiLogistikdanOperasi.
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6) Tim Pelaksanamelaksanakanperintahdanwajibuntukmenyampaikan
laporandengansegalabentukkomunikasipadasaatpelaksanaan
perintah.

7) LaporantertulissegeradisusunsetelahTim Pelaksanatelahselesai
melaksanakanperintahdanmenyerahkanlaporantertulisdimaksud
kepadaAsistenStafKhususuntukdianalisissecarabersama-sama.

8) Laporantertulisyangtelahdianalisisbersamasebagaimanadimaksud
padaangka7)diserahkankepadaPimpinanSatgas115,DirekturOperasi,
danDirekturYustisi.

9) Dalamhalditemukandugaantindakpidana,makaPimpinanSatgas115
memerintahkanDirektoratYustisiuntukmelakukanPenyelidikandan
Penyidikanlebihlanjut.

10)Tim Pelaksana menyerahkan seluruh buktipenggunaan anggaran
kepada Kepala Sekretariat segera setelah kembali dari lokasi
pelaksanaankegiatan.

c.PengumpulandatadaninformasimelaluiPusatPengendalian;

1) PusatPengendalian (selanjutnya disebut“Pusdal”)merupakan unit
khususdibawahDirekturOperasiyangbertugasuntukmengumpulkan
informasimelaluiteknologiinformasiantaralain,namuntidakterbatas
pada:

a)DataVMSKementerianKelautandanPerikanan;

b)DatacitraSatelitINDESOKementerianKelautandanPerikanan;

c)DatacitrasatelitLAPAN;

d)DataAISinstansiunsur-unsurSatgas115;

e)Datapemantauandarikapalpatrolimilikinstansiunsur-unsurSatgas
115;

f) Datapemantauanudaradaripesawatmilikinstansiunsur-unsur
Satgas115;

g)Datahasilpertukaraninformasidenganinstansidalamnegeri;

h)Datahasilpertukaraninformasidenganpihakluarnegeri;

i) DatapengaduanmasyarakatmelaluiSMSdansuratelektronik.

2) Pusdalmelakukanpengumpulandatadaninformasisecarareguler
maupun secara insidentalyaitu berdasarkan permintaan khusus
pimpinanSatgas115.

3) Pengumpulandatadaninformasisecararegulerdilakukanpadawilayah
operasiyangtelahditentukan.

4) Dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada angka 3),data dan informasiyang
dikumpulkanmeliputi,namuntidakterbataspada:jumlahkapal,identitas
kapal,polagerakkapal,overlaydataVMSdan/atauAISdengancitra
satelitsertapemantauankapalpatrolidanpesawatpemantau,data
pemilikdanNakhodakapal,dataperizinan.

5) Laporan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data dan informasi
sebagaimanadimaksud padaangka3)wajib disampaikan kepada
AsistenStafKhusus1(satu)kalidalam4(empat)hari.
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6) Tim PusdaldanAsistenStafKhususmenyusunlaporantertulishasil
analisispalinglama2(dua)harisejakditerimanyadatadaninformasi.

7) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 6) wajib segera
disampaikankepadaPimpinanSatgas115,DirekturOperasidanDirektur
Yustisisetelahselesaidisusun.

8) Pengumpulan data dan informasisecara insidentildilakukan jika
terdapatperintahkhususyangdiberikanolehPimpinanSatgas115
dan/atauDirekturOperasi.

9) Pusdalmelaksanakanperintahsebagaimanadimaksudpadaangka8)
denganmemanfaatkanteknologisebagaimanadimaksudpadaangka1).

10)Laporantertulispengumpulandatadaninformasiyangdilakukansecara
insidentilwajib telahdianalisisdandisampaikankepadaPimpinan
Satgas115,DirekturOperasidanDirekturYustisipalinglambat5(lima)
harisejakperintahdiberikan.

d.Analisisdatadaninformasi

1) Analisismerupakansebuahkegiatanuntukmenyusunlaporananalisis
darifakta-faktayangtelahdikumpulkan.

2) Analisisdilakukandenganmelakukanpemetaanyangrinciberdasarkan
rumus5W +1H [Who(siapa?),When(kapan?),What(apa?),Where
(dimana?),Why(mengapa?)danHow(bagaimana?)].

3) Tim Pelaksana,Tim Pusdal,danAsistenStafKhususwajibuntuk
menghubungkaninformasi-informasiyangbarudikumpulkandengan
informasiyangtelahdikumpulkanuntukdapatmenemukanhubungan
yangmungkinterjadiantarasuatuperistiwaterkinidenganperistiwa
lampauagardidapatkansebuahgambaranyanglebihluasmengenai
jaringan-jaringanorganisasikejahatantertentu.

4) Analisis hukum dilakukan bertujuan untuk memberikan penjelasan
mengenaiterpenuhinya unsur-unsurpidana daribeberapa undang-
undangberdasarkanfakta-faktalapanganyangditemukan.

5) Untukmenerapkankonsepmultirezimhukumdalampenegakanhukum
(multidoorapproach),makaUndang-undangyangdianalisisantaralain:

a)Undang-UndangNomor1Tahun1946tentangPeraturanHukum
Pidanajo.KitabUndang-UndangHukumPidana;

b)Undang-UndangNomor16Tahun1992tentangKarantina;

c)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangPemberantasan
TindakPidanaKorupsisebagaimanatelahdiubahdenganUndang-
UndangNomor20Tahun2001;

d)Undang-UndangNomor22Tahun2001tentangMinyakdanGas
Bumi;

e)Undang-UndangNomor13Tahun2003tentangKetenagakerjaan;

f) Undang-UndangNomor21Tahun2007tentangPemberantasan
TindakPidanaPerdaganganOrang;

g)Undang-UndangNomor6Tahun1983tentangKetentuanUmumdan
TataCaraPerpajakansebagaimanatelahdiubahterakhirkalidengan
Undang-UndangNomor16Tahun2009.

h)Undang-Undang Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan



11

sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor17Tahun
2006;

i) Undang-UndangNomor17Tahun2008tentangPelayaran;

j) Undang-UndangNomor32Tahun2009tentangPerlindungandan
PengelolaanLingkunganHidup;

k) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor45Tahun
2009;

l) Undang-UndangNomor8Tahun2010tentangPencegahandan
PemberantasanTindakPidanaPencucianUang;

m)Undang-UndangNomor6Tahun2011tentangKeimigrasian.

6)Terdapat beberapa undang-undang lain yang tidak mengandung
ketentuanpidana,namundapatmenjadibahanrujukantambahandalam
melakukananalisis,antaralain,namuntidakterbataspada:

a)Undang-UndangNomor8Tahun1981tentangKitabUndang-Undang
HukumAcaraPidana;

b)Undang-UndangNomor17Tahun1985tentangPengesahanUnited
NationsConventionontheLawoftheSea;

c)Undang-UndangNomor31Tahun1999tentangHakAsasiManusia;

d)Undang-UndangNomor40Tahun2007tentangPerseroanTerbatas;

e)Undang-UndangNomor46Tahun2009tentangPengadilanTindak
PidanaKorupsi;

f) Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

7) Dalammelakukananalisis,wajibjugadiperhatikan:

a)PutusanMahkamahKonstitusiyangrelevan;

b)PutusanMahkamahAgungyangrelevan;

c)PeraturanMahkamahAgungNomor13Tahun2016tentangTata
CaraPenangananPerkaraTindakPidanaOlehKorporasi;

d)Peraturan Jaksa Agung NomorPER-028/A/JA/10/2014 tentang
Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum
Korporasi.

B.PenetapanDaerahOperasi

Ruanglingkup

1.Penetapanwilayah

a.Segalainformasidananalisisyangdihasilkanolehtimpengumpuldatadan
informasisertaAsistenStafKhususdapatdijadikandasaruntukpenyusunan
rekomendasiuntuktidakmengubahdaerahoperasi,menetapkandaerah
operasibaru,menggantidaerahoperasidan/ataumenutupdaerahoperasi
yangtelahada.

b.Rekomendasisebagaimanadimaksudpadahurufadapatdiajukankapanpun
kepadaPimpinanSatgas115;

c.Evaluasidaerahoperasidilakukanminimal1(satu)kalidalam1(satu)tahun;

d.Daerahoperasiuntuk1(satu)tahunpalingbanyakberjumlah4(empat);
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e.Berdasarkanrekomendasisebagaimanadimaksudpadahurufb,Pimpinan
Satgas115menetapkanuntuktidakmengubahdaerahoperasi,menetapkan
daerahoperasibaru,menggantidaerahoperasidan/ataumenutupdaerah
operasi;

f. PimpinanSatgas115jugawajibuntukmenentukanmasamulaiberlaku
efektifketetapansebagaimanadimaksudpadahurufe,yaituberlakusegera
atauberlakupadatahunanggaranberikutnya;dan

g.Penetapansebagaimanadimaksudpadahurufedanhuruffwajibterbit
palinglama30(tigapuluh)harisetelahPimpinanSatgas115menerima
rekomendasi.

2.PersiapanPenetapanjumlahpersonil

a.DalamhalPimpinanSatgas115menetapkanuntukmembukadaerahoperasi
baru atau menggantidaerah operasi,maka DirekturOperasisegera
menyusundokumenusulandaftarnamapejabatKomandanSektordan
pasukanpendukunguntukdaerahoperasiyangbaru;

b.Pasukanpendukungsebagaimanadimaksudpadahurufawajibterdiridari
setiapinstansiunsur-unsursatgas115;dan

c.Jumlahpersonildisesuaikandengankebutuhandaerahoperasibaruyang
telahditetapkan.

3.Persiapanpenetapanjumlahperalatan

a.DalamhalPimpinanSatgas115menetapkanuntukmembukadaerahoperasi
baru atau menggantidaerah operasi,maka DirekturOperasisegera
menyusun dokumen usulan daftarperalatan pendukung operasiyang
disesuaikandengankebutuhandaerahoperasi;dan

b.Kebutuhandaerahoperasiberupa,namuntidakterbataspadakebutuhan
komunikasi,kebutuhanmobilisasi,kebutuhanperkantoran,kebutuhanpatroli,
danlain-lain.

4.Persiapanpenetapanlogistikdananggaran

a.DalamhalPimpinanSatgas115menetapkanuntukmembukadaerahoperasi
baru atau menggantidaerah operasi,maka DirekturOperasisegera
menyusundokumenusulandaftarkebutuhanlogistikdananggaran;dan

b.Kebutuhanlogistikdananggaranantaralainnamuntidakterbataspada
bahanbakarkendaraan,bahanpangan,amunisi,danlain-lain.

5.PenetapanPersonil,Peralatan,Logistik,danAnggaran

a.Dalam halPimpinanSatgas115menentukanbahwamasamulaiberlaku
efektifketetapansebagaimanadimaksudpadaangka1huruffadalah
berlakusegera,makadokumenusulansebagaimanadimaksudpadaangka2
hurufa,angka3hurufa,danangka4hurufawajibdisampaikankepada
PimpinanSatgas115danKepalaSekretariatSatgas115dalamjangkawaktu
palinglama30(tigapuluh)harisetelahketetapan.

b.PimpinanSatgas115danKepalaSekretariat Satgas115melakukan
pembahasandanmenerbitkanpersetujuanpalinglambat30(tigapuluh)hari
sejakmenerimausulansebagaimanadimaksudpadahurufa.
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c.KetentuanhurufatidakberlakuapabilaketetapanPimpinanSatgas115
adalahtidakmengubahdaerahoperasi.

d.Dalam halPimpinanSatgas115menentukanbahwamasaberlakumulai
efektifketetapanadalahpadatahunanggaranberikutnya,makaKepala
SekretariatbersamaDirekturOperasidanDirekturYustisimenyiapkansegala
dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan ketetapan pada tahun
anggaranberikutnya.

e.AnggaranyangtelahdisetujuiolehPimpinanSatgas115dapatdigunakan
dengan mekanisme pengajuan yang kemudian disetujuioleh Kepala
Sekretariat.

f. KomandanSektorwajibdenganefektifdanefisienmenggunakananggaran
yangtelahdisetujuiuntukmenghasilkankinerjayangmaksimal.

g.KomandanSektordapatmengajukanpermohonanpenambahananggaran
kapanpunkepadaPimpinanSatgas115,StafKhususSatgas115danKepala
SekretariatSatgas115.

h.Persetujuanterhadappermohonansebagaimanadimaksudpadahurufg
wajibditetapkanolehPimpinanSatgas115palinglambat30(tigapuluh)hari
sejakditerimanyapermohonan.

i. Penetapanpersetujuananggaransebagaimanadimaksudpadahurufhdapat
berupapersetujuantanpaperubahanmaupunpersetujuandenganperubahan.
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BABIII
PENYELIDIKANDIDARAT,LAUT,DANUDARAPADADAERAHOPERASI

A.Umum

1.Penyelidikanmerupakanserangkaiantindakanpenyelidikuntukmencaridan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagaitindak pidana guna
menentukandapatatautidaknyadilakukanPenyidikan.

2.Timpenyelidikwajibmenyiapkandokumenrencanapenyelidikan.

3.LaporanPenyelidikanwajibselaluditembuskankepadaDirekturOperasidan
DirekturYustisi.

4.DirekturOperasidanDirekturYustisisetelahmenerimadanmempelajarilaporan
Penyelidikanmenyusunsebuahdokumenanalisisuntukdiserahkankepada
PimpinanSatgas115.

5.TemuandugaantindakpidanaditindaklanjutiolehDirekturYustisia.

B.PenyelidikandiDarat

1.PenyelidikandidaratwajibdilakukandenganSuratPerintahPenyelidikan.

2.Penyelidikan didaratdilakukan untuk mengidentifikasipihak-pihak yang
berkaitandengansebuahkapaldanoperasinya.

3.Dalam haldiperlukan,personilyang melakukan Penyelidikan semaksimal
mungkinberkoordinasiaktifdenganKomandanKapaldanPilotpelaksanapatroli
udarapadasaatmelaksanakanPenyelidikan.

4.Identifikasidilakukanterhadaphal-halberikut,namuntidakterbataspada:

a.pengendaliusaha,pemilikkapal,NakhodadanABK;

b.lokasi-lokasipendaratanikan;

c.pihak-pihakyangterlibatdalam transaksijual-beliikanantaralain:pembeli,
pengumpul,broker,danlain-lain;

d.kelengkapandokumenperizinan;

e.kelengkapandokumenketenagakerjaan;dan/atau

f.kelengkapandokumenadministrasipadatahapansebelum berlayardan
sesudahberlayar.

5.Dalammelakukanpemeriksaankelengkapanyangberkaitandengankelengkapan
dokumen,personilpenyelidikdapatmelakukanhal-halyangdiperlukanuntuk
dapatmenentukan keaslian dokumen dimaksud,antara lain namun tidak
terbataspada:

a.melakukankonfirmasikepadainstansipenerbit;dan/atau

b.melakukananalisiskeasliantandatangan,stempel,danlain-lain.

6.Hasilidentifikasidisusundalamsebuahlaporanuntukdibahasbersamadengan
KomandanSektor,timpatrolilaut,dantimpatroliudara.

7.KomandansektormenyerahkanlaporanPenyelidikankepadaDirekturOperasi
danDirekturYustisi.
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C.PenyelidikandiLaut

1.PenyelidikandilautwajibdilakukandenganSuratPerintahPenyelidikan.

2.PenyelidikandiLautyangdiselenggarakanolehSatgas115dapatberupa:

a.OperasiBersama,yaituoperasiyangdilaksanakanolehSatgas115bersama
semuastakeholderdalam jangkawaktuyangbersamaansertapadaarea
operasiyangsama,denganKalakharSatgas115sebagaikoordinatorOperasi
Bersama;

b.OperasiTerintegrasi,yaituoperasiyangdilaksanakanolehSatgas115
bersamastakeholderdalamjangkawaktuyangbersamaandanterintegrasi,
menggunakanunsurlautmaupununsurudarastakeholderdiareayangsama
atauareayangberbedadenganKalakharSatgas115sebagaiKoordinator
OperasiTerintegrasi;atau

c.OperasiKhusus,yaituoperasiyangdilaksanakansewaktuwaktuolehSatgas
115 dengan sasaran strategis terpilih dan area tertentu dan bisa
menggunakanalut/asetyangdimilikiolehstakeholders,denganKomando
PengendalianpenuhberadapadaKalakharSatgas115.

3.Komandankapalmelakukanpatrolidilautdenganpolagerakyangditentukan
oleh Komandan Sektorpada batas-batas koordinatyang ditentukan oleh
KomandanSektor.

4.Tiap Komandan Kapalsaling berkoordinasisatu sama lain pada saat
pelaksanaanpatrolidenganmenggunakansaranakomunikasiyangterdapatdi
ataskapal.

5.Tiap Komandan Kapalsecara aktifmelaporkan kegiatan patrolikepada
KomandanSektorpadasaatpelaksanaanpatrol.

6.KomandanKapalsemaksimalmungkinberkoordinasiaktifdenganpilotyang
melaksanakan patroliudara dalam haloperasilautdan operasiudara
dilaksanakanpadawaktubersamaandiarealyangbersamaan.

7.Dalam haldiperlukandanmemungkinkan,KomandanKapalberkoordinasiaktif
denganunsur-unsuryangsedangmelaksanakanoperasididarat.

8.Patrolidilautdilakukandengan3(tiga)tahapanyaitudeteksi,pengenalandan
penilaiansasaran.

a.Pendeteksian.Melaksanakankegiatanidentifikasiterhadapsemuakapal
yangsedangberoperasidilaut;

b.Pengenalan.Kegiatanuntukmemastikanbahwajeniskapalyangterdeteksi
merupakankapalperikanandenganmenggunakansarana-saranaberupa,
namuntidakterbataspada:radar,teropong,optronik,komunikasiradio,
dan/atauisyarat;

c.PenilaianSasaran.Dimaksudkanuntukmenilaidanmenentukan:

1)Tandapengenalkapal(nomorkapal,bendera,nomorlambung,nomorIMO,
tandaselar,warna,danlain-lain);

2)Kegiatan kapal(menarik jaring,menarik tongkang,lego jangkar,
bongkar/muatdanlain-lain);dan

3)Datalain(pelabuhanasaldantujuan,muatankapal,danlain-lain).

9.Dalam halKomandan Kapalsetelah melaksanakan tahapan sebagaimana
dimaksudpadaangka8merasaperluuntukmelakukanpenghentiankapal,maka
pengejarandanpenghentiandilakukandengantahapan-tahapansebagaiberikut:

a.Komandan Kapal/Nakhoda memberikan aba-aba, laksanakan ”Peran
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pemeriksaan”.

b.Memberikanisyaratuntukberkomunikasidengancara:

1)Mengibarkanbendera”K”(padabatascuacayangdapatdilihat);

2)Optislampu”KKK”(padabatascuacayangdapatdilihat);

3)Semaphore,huruf”K”(padabatascuacayangdapatdilihat);dan

4)Radiokomunikasichannel16.

c.Apabilakomunikasigagal,perintahberhentidilaksanakandengancara:

1)Mengibarkanbenderauntukpetunjuk”L”(padabatascuacayangdapat
dilihat);

2)Megaphone(padabatasyangdapatdidengar);dan

3)Isyaratgauk/suling.

d.Jikapermintaanuntukberkomunikasidanperintahberhentimenurutcara-
caradiatastidakdiindahkan,makadiberikantembakanperingatandimulai
darikaliberkecilsampaikaliberbesardenganmenggunakanamunisijenis
peluruhampaataupunpelurutajamkearahatas.

e.Jikaperingatansebagaimanadimaksudpadahurufdtetaptidakdiindahkan,
laksanakanperingatanterakhirdengantembakankearahlautdisekitar
haluankapalyangpercikanairnyadapatdilihatolehkapalyangdicurigai.

f.Apabilasetelahdilakukanperingatanterakhirkapaltidakjugaberhenti,dapat
diambiltindakansesuaidenganPasal5ayat(1)hurufaangka4joPasal7
ayat(1)hurufjKUHAP.Dalam rangkamelaksanakantindakanmenurut
hukum yangbertanggungjawabdenganmenembakkearahbadankapal
pada tempatyang diperkirakan tidak ada ABK-nya dan laksanakan
pertolonganyangdiperlukan.

g.Dalam hal kapal yang akan dihentikan melakukan manuver yang
membahayakandan/ataumelakukanperlawanandapatdiambiltindakanbela
dirisecaraproporsionaldansejauhmungkinmenghindarijatuhnyakorban.

10.Pengejaranseketika(Hotpursuit).Apabilaprosespenghentiantidakdapat
dilaksanakanmakadapatdilakukanpengejaransebagaimanaketentuanPasal
111UNCLOS1982,yatitu:

a.Pengejaranseketikasuatukapalasingdapatdilakukanapabilapihakyang
berwenangdarisuatunegarapantaimempunyaialasancukupuntukmengira
bahwakapaltersebuttelahmelanggarperaturanperundang-undangannegara
itu.Pengejarandemikianharusdimulaipadasaatkapalasingatausalahsatu
darisekocinyaberadadalam perairanpedalaman,perairankepulauan,laut
teritorialdanzonatambahannegarapengejar,sertahanyabolehditeruskandi
luarlautteritorialatauzonatambahanapabilapengejaranitutidakterputus.
Adalahtidakperlupadasaatkapalasingyangberadadalam lautteritorial
atauzonatambahanitumenerimaperintahuntukberhenti,kapalyang
memberikan perintah itu juga berada dalam lautteritorialatau zona
tambahan. Apabilakapalasingtersebutberadadalam zonatambahan,
sebagaimanadiartikandalam Pasal33UNCLOS1982,pengejaranhanya
dapatdilakukanapabilatelahterjadipelanggaranhak-hakuntukperlindungan
padazonayangditetapkan.

b.Hak pengejaran seketika berhentisegera setelah kapalyang dikejar
memasukilautteritorialnegaranyasendiriataunegaraketiga.

11.Pemeriksaanterhadapkapalyangtelahdihentikanmeliputiaspek-aspek:
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a.Fisikkapaldisesuaikandengandokumenperizinandibidangperikanan.

b.Kelengkapandokumenperizinandibidangperikanan,antaralain:

1)KapalPenangkapIkan:

a)SuratIzinPenangkapanIkan(SIPI)asli;

b)SuratLaikOperasional(SLO)asli;dan

c)SuratPersetujuanBerlayar(SPB)asli.

2)KapalPengangkutIkan:

a)SuratIzinKapalPengangkutIkan(SIKPI)asli;

b)SuratLaikOperasional(SLO)asli;dan

c)SuratPersetujuanBerlayar(SPB)asli.

3)Keberadaandankeaktifantransmitter(VMS/AIS);

4)Ketertelusuranikan;

5)Kelaiklautankapal;

6)Ketenagakerjaan(dokumenperjanjiankerjalaut);dan

7)TindakPidanaPerdaganganOrang.

12.Pada saatmelakukan pemeriksaan,personilkapalpatrolidibagiuntuk
melaksanakan2(dua)fungsiyaitu:

a.melaksanakanpemeriksaan;

b.melakukanpenjagaanterhadappersonilyangmelaksanakanpemeriksaan.

13.Komandan/Kaptenkapaldapatmenentukanapakahkapalyangtelahdiperiksa
perluuntukdi-adhockedaratuntukmenjalanipemeriksaanlebihlanjut.

14.Pemeriksaanharusdilakukandenganmemenuhikondisi-kondisisebagaiberikut:

a.TimPemeriksaharusmenggunakanseragamdanidentitasyangjelas;

b.PemeriksaanharusdisaksikanolehNakhodaatauABKkapalyangdiperiksa;

c.Pemeriksaanharusdilakukansecaratertib,tegas,teliti,cepat,tidakterjadi
kehilangan,kerusakandantidakmenggunakankekerasanatauancaman;dan

d.Selamapemeriksaan,Tim Pemeriksaharusselaluberkomunikasidengan
kapalpemeriksa.

15.Dalamhaltimpemeriksatidakmenemukanbuktipermulaanyangcukuptentang
adanyatindakpidana,makakapaldiizinkanmelanjutkankegiatannya;

16.Dalamhaltimpemeriksanmenemukanbuktipermulaanyangcukupberdasarkan
2(dua)alatbuktiyangsahbahwatelahterjadisuatutindakpidana,maka:

a.Tim PemeriksamemberitahukankepadaKomandan/NakhodaKapalSatgas
115bahwadidugaterjaditindakpidanaselanjutnyaKomandan/Nakhoda
KapalSatgas115memutuskankapalakandibawakepangkalan/pelabuhan/
dinasyangditentukan;

b.MemintakepadaKomandan/NakhodaKapaluntukmembubuhkantanda
tanganpadapetaposisi,gambarsituasipengejaran/penghentian;dan

c.Komandan/NakhodaKapalmengeluarkanSuratPerintahuntukmembawa
kapaldanABKkepangkalan/pelabuhan/dinasyangditentukan.

17.Setelahselesaimelakukantindakanpemeriksaankapal,hal-halyangharus
dilakukanKomandan/NakhodaKapaladalah:
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a.Menerangkanbahwaselamapemeriksaanberjalandengantertibtidakterjadi
kekerasan,kerusakan,ataukehilangan;

b.MembuatsuratpernyataantertulisdanditandatanganiolehNakhodaKapal,
yangmenerangkantentanghasilpemeriksaansurat-surat/dokumendengan
menyebutkantempat,posisi,danwaktu;

c.Mencatatdalambukujurnalkapalyangdiperiksaberisi:

1)Kapandandimanakapaldiperiksa;dan

2)Pernyataantentanghasilpemeriksaan.

d.Tim pemeriksa menandatanganihasilpemeriksaan pada jurnalkapal
dibubuhistempelkapalpemeriksa;dan

e.Dalam halbukujurnalkapaltidakada,agarNakhodamembuatsurat
pernyataantentangtidakadanyabukujurnalkapal.

18.Prosedur menggiring kapalyang diduga melakukan tindak pidana ke
pelabuhan/pangkalanterdekatdilakukandengan2(dua)carayaitu:

a.Dikawal:

1)Posisikapalyangdidugamelakukantindakpidanaberadadidepankapal
patroli;

2)Nakhodakapalyangdidugamelakukantindakpidanatetapmengendarai
kapalnyasendiri;

3)SebagianABKkapalyangmelakukantindakpidanadipindahkankekapal
patroli;

4)Sebagianawakkapalpatroliberadadiataskapalyangdidugamelakukan
tindak pidana dan dapat diperlengkapi dengan senjata untuk
melumpuhkandalamhalterjadiperlawanan;

5)Kapaldikawalpadajarakaman;dan

6)Surat-surat/dokumendarikapalyangdidugamelakukantindakpidana
dipindahkankekapalpatroliuntukdiamankan.

b.Digandeng/ditunda/ditarikolehkapalpatroli:

1)Prosedurinidilakukandalam halkapalyangdidugamelakukantindak
pidanatidakdapatberlayar;

2)SebagianABKkapalyangmelakukantindakpidanadipindahkankekapal
patroli;

3)Sebagianawakkapalpatroliberadadiataskapalyangdidugamelakukan
tindak pidana dan dapat diperlengkapi dengan senjata untuk
melumpuhkandalamhalterjadiperlawanan;dan

4)Surat-surat/dokumendarikapalyangdidugamelakukantindakpidana
dipindahkankekapalpatroliuntukdiamankan.

19.UntukmelaksanakanketentuanPasal69ayat(4)Undang-UndangNomor45
Tahun2009tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor31Tahun2004
tentang Perikanan,yaitu tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau
penenggelamankapalperikananberbenderaasingdengandasarbuktipemulaan
yangcukupdapatdilakukansetelahmemenuhi:

a.Syaratsubyektifdan/atauobyektif,yaitu:

1)SyaratSubyektif,yaitukapalmelakukanmanuveryangmembahayakan
dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan;
dan/atau
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2)Syaratobyektifterdiridari:

a)Syaratkumulatif:

i. KapalberbenderaasingdengansemuaABKasing;

ii. TKP (Locusdelicti)beradadiWilayahPengelolaanPerikanan
NegaraRepublikIndonesia(WPPNRI);

iii.TidakmempunyaidokumenapapundaripemerintahRepublik
Indonesia;dan

iv.Dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan atasperintah
pimpinan.

b)Syaratalternatif,yaitu:

i. Kapaltuadidukungdenganfaktasuratdan/atautidakmemiliki
nilaiekonomisyangtinggi;dan

ii. Kapal tidak memungkinkan untuk dibawa ke
pangkalan/pelabuhan/dinasyangmembidangiperikanan,dengan
pertimbangan:

i) Kapalmudahrusakataumembahayakan;

ii)Biayapenarikankapaltersebutterlalutinggi;atau

iii)Kapalperikananmengangkutbarangyangmengandungwabah
penyakitmenularataubahanberacundanberbahaya.

b.Sebelum melakukantindakanpembakarandan/ataupenenggelamankapal,
dapatdiambiltindakan:

1)MenyelamatkansemaksimalmungkinseluruhABKkapalperikanan;

2)Menginventarisasiseluruhperlengkapandanperalatanyangadapada
kapalperikanandenganmenyebutkankondisisecaralengkapdanrinci;

3)Mendokumentasikanvisualdenganbaikmenggunakankameradan/atau
perekamaudiovideo;

4)Ikan hasil tangkapan kapal perikanan yang dibakar dan/atau
ditenggelamkantersebutdisisihkanuntukkepentinganpembuktian;

5)MembuatBeritaAcaraPembakaran dan/atau Penenggelaman Kapal
Perikananuntukdimasukkankedalam beritapelautolehinstansiyang
bersangkutan.

20.Komandan/Kapten/Nakhodamenyerahkankapalyangdidugamelakukantindak
pidanakepadapenyidik.Penyerahankapaltersebutharusdilengkapidengan
dokumenpenghentian,danhasilpemeriksaan,antaralainsebagaiberikut:

a.Laporankejadian/LaporanPolisi(LP);

b.Gambarsituasipengejarandanpenghentiankapal(GSPP);

c.Pernyataantentangposisikapal;

d.SuratPerintahdanBeritaAcaraPemeriksaanKapal;

e.Pernyataanhasilpemeriksaankapal/SuratBuktiPenindakan;

f.Pernyataankeadaanmuatankapal;

g.Pernyataantidaktersedianyabukujurnalkapal(jikatidakada);

h.SuratPerintahdanBeritaAcaraMembawaKapaldanOrang;

i. BeritaAcaraPemeriksaan(BAP)Saksi(sekurang-kurangnyaduaorang);
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j. BeritaAcara pengambilan sumpah/janjisaksidariKapalOperasiTeam
Gabungan(sekurang-kurangnyaduaorang);

k.Berita Acara Serah Terima Kapaldan perlengkapannya,Nakhoda dan
ABK,dokumenkapalyangdiperiksasertaberkasperkarakepadaPenyidik
yangberwenang.

21.Segalatindakanyangtelahdilakukanolehtimpatrolilautdisusundalamsebuah
laporanuntukdibahasbersamadenganKomandanSektor,timpatroliudara,dan
timpatrolidarat.

22.KomandansektormenyerahkanlaporanPenyelidikankepadaDirekturOperasi
danDirekturYustisi.

D.PenyelidikandiUdara

1.PenyelidikandiudarawajibdilakukandenganSuratPerintahPenyelidikan.

2.Pesawatudaramemberikandukunganpantauandanidentifikasimelaluiudara
terhadapkapal-kapalpatrolidanpersonil-personilyangmelakukanPenyelidikan
didarat.

3.Hasilidentifikasidapatberupa:

a.Fotoudara;dan

b.Deskripsisasaran(jeniskapal,warna,bendera,posisi,arahpergerakan,dan
waktu).

4.Hasilidentifikasidariudaradisusundalam sebuahlaporanuntukdibahas
bersamadenganKomandanSektor,timpatrolilaut,dantimpatrolidarat.

5.KomandansektormenyerahkanlaporanPenyelidikankepadaDirekturOperasi
danDirekturYustisi.
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BABIV
PENYIDIKAN

A.Dalam penangananTindakPidanadiBidangPerikanan,penyidikyangtergabung
dalamSatgas115(PenyidikpadaSatgas115)terdiriatas:

1.PenyidikKepolisianNegaraRepublikIndonesia;

2.PenyidikPerwiraTNI-AL;dan

3.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangperikanan.

B.PegawaiNegeriSipildibidangperikanandapatberkoordinasidenganpenyidiklain
dalamhalditemukandugaantindakpidanaselainperikanan,antaralaindengan:

1.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangkepabeanan;

2.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangperpajakan;

3.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangkeimigrasian;

4.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangkarantinaikan;

5.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangperdaganganorang;

6.PenyidikPegawaiNegeriSipildibidangkehutanandanlingkunganhidup.

C.KegiatanPenyidikSatgas115dalammenanganitindakpidanaperikananmeliputi:

1.Penyelidikandan/atauPenyidikansendiri.Kriteriakasusyangdilidik/sidiksendiri
olehPenyidikpadaSatgas115,yaitu:

a.HasiloperasiSatgas115;

b.LokasiterjadinyatindakpidanameliputiduaataulebihwilayahProvinsi;

c.Lokasiterjadinyatindakpidanameliputiwilayahantarnegara;

d.Tindakpidanamelibatkanparapelakudibeberapanegara;

e.Tindakpidanamelibatkaninvestasiasing;

f.Tindakpidanayangmenjadiperhatianpublikdan/atauatensipimpinan;
dan/atau

g.Tindakpidanayangdilakukanolehkorporasi.

2.PerbantuanPenyidikankepadapenyidikyangadapadakesatuankewilayahandi
daerah.

3.Asistensikepadapenyidikyangadapadakesatuankewilayahandidaerah.

4.Supervisikepadapenyidikyangadapadakesatuankewilayahandidaerah.

D.Kegiatan Penyelidikan dan/atau Penyidikan sendirioleh Satgas 115 maupun
perbantuanPenyidikan,asistensi,dansupervisimerupakantindaklanjutdari:

1.HasiloperasiSatgas115;

2.HasiltemuanKapalPengawasPerikanan/KRI/KAL/KapalPolri/KNBakamla/KN
BeaCukai;

3.Laporanmasyarakat;dan/atau
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4.Temuanpenyidik.

E.KoordinasiAwal

1.Padasaatmenerimainformasiterkaitdugaanterjadinyatindakpidanaperikanan,
baikyangberasaldarihasiloperasi,hasiltemuankapalpengawas,laporan
masyarakatmaupuntemuanpenyidik,PenyidikpadaSatgas115melalukan
koordinasiawalyangdihadiriolehJaksapadaSatgas115.

2.Koordinasiawaltersebutdimaksudkanuntukmengetahuijenis-jenistindak
pidanayangdilakukanolehcalontersangka(multi-door)danmenentukanbentuk
penanganannya,meliputi:Penyelidikandan/atauPenyidikansendiriolehSatgas
115;ataupemberianperbantuanPenyidikan;asistensiatausupervisikepada
penyidikdidaerah.

F.PenyidikSatgas115melakukangelarperkaraawalyangdihadiriolehJaksapada
Satgas115.

G.Berdasarkan hasilgelarperkara awal,Penyidik pada Satgas 115 melakukan
Penyidikan.Untukitu,PenyidikpadaSatgas115menyusunrencanaPenyidikan,
meliputi:

1.Membentuktim penyidiksesuaidengantindakpidanayangditemukan(multi-
door).Timpenyidikdapatdibentuklebihdarisatu,sesuaikebutuhan.

2.MerencanakandanmenyiapkandukungananggaranPenyidikan;dan

3.MerencanakandanmenyiapkanadministrasiPenyidikan;

4.MerencanakandanmenyiapkandukunganperalatanPenyidikan;

5.MerencanakandanmenetapkanwaktudansaatdimulainyaPenyidikan;

H.KetuaTimPenyidikmenerbitkanSuratPerintahPenyidikan(Sprindik).Sprindikyang
diterbitkanolehPenyidikpadaSatgas115disesuikandengankewenanganpenyidik
berdasarkantindakpidanayangditemukan.

I. KetuaTim menerbitkandanmenyampaikanSuratPerintahDimulainyaPenyidikan
(SPDP)kepadaKejaksaanAgungRI.

J.KetuaTim PenyidikmenyampaikanrencanaanggaranPenyidikankepadaKepala
Sekretariat,yangditembuskankepadaKomandanSatgas115.

K.DalammelakukanPenyidikan,PenyidikpadaSatgas115dapat:

1.Menyertakanahli,penterjemah,pemanfaatanlaboratoriumkriminalforensikdan
digitalforensik,sertapemanfaatanfasilitaslainnyasesuaikebutuhanPenyidikan;

2.MemanfaatkanfasilitasMutualLegalAsisstance(MLA)padaDirektoratHukum
InternasionaldanOtoritasPusatDitjenAdministrasiHukumUmumKementerian
HukumdanHakAsasiManusiadalammemintaketerangansaksiwarganegara
asingyangberdomisilidiluarnegeri;

3.PenyidikanterhadapwarganegaraasingyangmelakukanTindakPidanadi
BidangPerikananmakasesegeramungkinpenyidikmelakukanpemberitahuan
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kepadaperwakilannegaranyasertamelakukannotifikasimelaluiDitjenProtokol
danKonsulerKementerianLuarNegeri;

4.Penyidikdalam melakukanprosespengungkapanTindakPidanadiBidang
Perikananyangmelibatkanwarganegaraasingdan/atauperusahaanasing
dapatmemanfatkansaluranINTERPOLmelaluiSESNCBINTERPOLpadaDivisi
HubunganInternasionalPolri.

L.PerbantuanPenyidikan

1.Berdasarkanhasilkoordinasiawalataugelarperkaraawaldiputuskanbahwa
penanganankasusdimaksuddilakukandalam bentuk“perbantuanPenyidikan”,
PenyidikpadaSatgas115melakukankoordinasidenganPenyidikyangberadadi
tingkatkewilayahan.

2.KoordinasidenganPenyidikyangberadadiwilayahtersebutdilakukanuntuk
menyusunrencanaPenyidikan,meliputi,namuntidakterbataspada:

a.membentuktimpenyidiksesuaidengantindakpidanayangditemukan(multi-
door).Timpenyidikdapatlebihdarisatu(sesuaikebutuhan);

b.merencanakandanmenyiapkandukungananggaranPenyidikan;

c.merencanakandanmenyiapkanadministrasiPenyidikan;

d.merencanakandanmenyiapkandukunganperalatanPenyidikan;dan

e.merencanakandanmenetapkanwaktudansaatdimulainyaPenyidikan.

3.PenyidikSatgas115masukdalam SuratPerintahPenyidikanyangdikeluarkan
olehpenyidikpadasatuantingkatkewilayahandankarenanyaikutdalamproses
Penyidikan.

4.PerbantuanPenyidikanolehPenyidikpadaSatgas115dapatjugadilakukan
berdasarkanpermintaanPenyidikpadasatuankewilayahandidaerah.

5.Penyidik pada Satgas 115 yang tergabung dengan penyidik diwilayah
melaporkanrencanaPenyidikankepadaDirekturYustisiadanrencanaanggaran
kepadaKepalaSekretariat,yangditembuskankepadaKomandanSatgas115.

6.KepalaSekretariatmenyediakananggaranyangdiperlukanPenyidikSatgas115
dalamrangkapelaksanaanperbantuanPenyidikan.

7.Penyidik pada Satgas 115 dalam pelaksanaan perbantuan Penyidikan
melaporkansetiapperkembanganPenyidikankepadaDirekturYustisia,yang
ditembuskankepadaKomandanSatgas115.

M.Asistensi

1.BerdasarkanpermintaanPenyidikpadasatuankewilayahanatauberdasarkan
hasilpengawasanSatgas115,PenyidikpadaSatgas115melakukanasistensi
terhadapkasusyangditanganiolehpenyidikpadasatuankewilayahandidaerah.

2.DalampelaksanaanAsistensitersebut,PenyidikpadaSatgas115bersamaJaksa
padaSatgas115melakukankoordinasiataugelarperkaradenganpenyidikpada
satuankewilayahaan,denganmaksuduntuk:

a.mengetahuirencanadanpelaksanaanPenyidikanyangdilakukanpenyidik;

b.mengetahuikendaladanpermasalahanyangdihadapaipenyidik;

c.memberikanmasukan/saranataskendaladanpermasalahanyangdihadapi
Penyidik.
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3.Saran/masukanyangdisampaikanPenyidikpadaSatgas115bersifattidak
mengikat,sehinggakeputusanterhadaptindaklanjutpenanganankasusyang
ditanganipenyidikpadasatuankewilayahanberadapadapenyidiktersebut.Gelar
perkarayangdilaksanakanolehSatgas115dalamrangkaasistensipenanganan
perkara dapatdijadikan bahan pertimbangan bagipenyidik pada satuan
kewilayahandalammengambilkeputusan.

4.Dalam pelaksanaanAsistensi,PenyidikpadaSatgas115tidakmasukdalam
SuratPerintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh penyidik satuan tingkat
kewilayahandankarenanyaikutdalamprosesPenyidikan.

5.PenyidikpadaSatgas115dalampelaksanaanAsistensiPenyidikan,melaporkan
setiapperkembangannyakepadaDirekturYustisia,yangditembuskankepada
KomandanSatgas115.

6.BiayaAsistensipenangananperkarabagiPenyidikdanJaksapadaSatgas115
dibebankankepadaSatgas115.Untukitu,PenyidikdanJaksapadaSatgas115
menyusun anggaran AsistensiPenanganan Kasus dan menyampaikannya
kepadaKepalaSekretariat.

7.BiayapenangananperkaratetapdibebankankepadaanggaranPenyidikanpada
satuankewilayahan,kecualibiayaperjalanan(tiket)bagipenyidikdanJaksapada
satuankewilayahanapabilagelarperkaraataukoordinasidilaksanakanatas
undanganSatgas115.

N.Supervisi

1.Penyidikdan Jaksa pada Satgas pada 115 melakukan pengawasan dan
monitoringatasPenyidikanyangdilakukanpenyidikpadasatuankewilayahan.

2.Pengawasandanmonitoringdilakukandalam bentukgelarperkarabaikatas
permintaan penyidik pada satuan kewilayahaan ataupun hasilmonitoring
PenyidikpadaSatgas115.

3.Hasilgelarperkara yang diselenggarakan oleh Satgas115 bersifattidak
mengikat,sehinggakeputusantindaklanjutpenangananperkaraberadapada
penyidikpadasatuankewilayahan.Hasilgelarperkaradapatdijadikanbahan
pertimbanagan bagiPenyidik pada satuan kewilayahan dalam mengambil
keputusan.

4.Hasilpelaksanaan supervisidilaporkan kepada Direktur Yustisia,yang
ditembuskankepadaKomandanSatgas115.

5.BiayapenangananperkaradibebankankepadaanggaranPenyidikanpadasatuan
kewilayahan, kecuali biaya perjalanan (tiket) apabila belar perkara
diselenggarakanatasundanganSatgas115.

6.Biaya pelaksanaan supervisioleh Penyidik dan Jaksa pada Satgas 115
dibebankanpadaanggaranSatgas115.

O.GelarPerkara

1.Dalam menanganitindakpidanaperikanandanpenyeludupan,Penyidikpada
Satgas115malakukangelarperkara.Gelarperkaraterdiridari:

a.Gelarperkara biasa yang dilakukan diawalproses Penyidikan,pada
pertengahanprosesPenyidikandanpadaakhirprosesPenyidikan;atau

b.GelarperkarakhususdilakukanapabilaTindakPidanadiBidangPerikanan
danpenyeludupantersebutmemberikandampakyangluasdan/ataumenjadi
perhatiannasionalmaupuninternasional.
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2.PelaksanaanGelarperkaradapatdisesuaikandengankebutuhanPenyidikpada
Satgas115atauatasundangan/permintaanJaksapadaSatgas115.

3.PelaksanaangelarperkaradihadiriolehperwakilandariinstansipadaSatgas115.

4.Gelarperkara dilakukan terhadap setiap hasiltemuan KapalPengawas
Perikanan/KRI/KAL/KapalPolri/KNBakamla.

5.Hasildariputusangelarperkaradituangkandalam beritaacarahasilgelar
perkarayangditandatanganiolehparapesertagelarperkara.

6.Gelarperkarajugadilakukanuntukmenentukanpenangananterhadaptemuan
adanyatindakpidanalainyangterjadipadatindakpidanaperikanan.

7.Gelarperkaradapatdihadiriolehahlimaupunolehperwakilaninstansiterkait
sesuaidengankebutuhanPenyidikan.

8.PenyidikpadaSatgas115dalammelaksanakangelarperkarasejakawalproses
PenyidikanmelibatkanJaksapadaSatgas115dan/atauJaksadikewilayahan.

9.Hasilkoordinasiditingkatawal(sebelumsprindikterbit)antarapenyidikdengan
Jaksabersifattidakmengikat,danmenjadibahanpertimbanganbagipenyidik
sebelumditerbitkannyaSuratPerintahPenyidikan.

P.KoordinasidanKonsultasiPenyidikdenganJaksaPenuntutUmum

1.Koordinasidankonsultasiantarapenyidikdanjaksa/penuntutumum dilakukan
untukmeminimalisirpermasalahandalam PenyidikanTindakPidanadiBidang
Perikanan,sehinggaprosesPenyidikanmenjadiefektifdanefisien.

2.KoordinasidankonsultasipenangananTindakPidanadiBidangPerikananantara
penyidikdenganjaksapenuntutumum dilakukansecaraaktifsejakdiketahui
adanyadugaanTindakPidanadiBidangPerikanansertadilakukandisetiap
tahapanPenyidikan.

3.Pelaksanaankoordinasidankonsultasidapatdilakukanditempatkerjapenyidik
maupunditempatkerjajaksa/penuntutumum.

4.Hasilkoordinasidan konsultasidituangkan dalam lembarkoordinasidan
konsultasiyangditandatanganiolehkeduabelahpihak.

Q.PenangananBarangBuktidanOrang/ABK

1.PenangananBarangBuktitindakpidanaperikanandan/atautindakpidanaterkait
perikanandilakukansebagaiberikut:

a.Ikandarikapalpenangkap/pengangkuthasiltangkapankapalpatrolidan
produkolahanperikanan.

1)PenyidikpadaSatgas115melakukanpendataan,dokumentasiterhadap
barangbuktiikanbaikdarisegijumlah,jenis,dandokumentasifoto
dilengkapiadministrasiberupaberitaacara;

2)Setelahmelakukanpendataan,PenyidikpadaSatgas115mengajukan
permohonansitakepadaPengadilanuntukmemperolehpersetujuansita.

3)Setelahmendapatpersetujuansita,Penyidikpada115mengajukanlelang
barangbuktiikankepadaKPKNLsetempat;

4)PelaksanaanlelangikandilaksanakansesuaidenganketentuanPasal76B
Undang-UndangPerikanandanPasal45(1)KUHAPdanperatuaranyang
berlakudiKementerianKeuangan;

5)Sebelum dilakukanpelelangan,PenyidikpadaSatgas115menyisihkan
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sebagianbarangbuktiikanuntukpembuktiandanujimutubiladiperlukan;

6)Dalamkondisitertentuuntukmenjagakualitasikan,barangbuktiberupa
ikandapatdititipkanditempatyangmemilikimesinpendinginataupun
dilakukanupayasedemikianrupauntuktetapmenjagakualitasikan;

7)Anggaranyangmunculsebagaiakibatpadapenangananbarangbukti
dibebankankepadaSatgas115;

8)Barangbuktidisimpanditempatpenyimpananbarangbukti(rubasan
Satgas115)sertauntukbarangbuktihasilpenyisihanberupaikan
dititipkandicoldstorage;

9)Khususikanyangsudahtidaklayakkonsumsiberdasarkanketerangan
ahli/ujilaboratoriumakandilakukanpemusnahan.

b.Hewan/IkanHidup

1)Hewan/ikanhidupdilakukanpendataandandidokumentasikanuntuk
kepentinganPenyidikan;

2)Penyidikberkoordinasidenganpengelolakebunbinatangsetempat/taman
nasional/arealkonservasi/pihakyangmemilikilokasipenampunganuntuk
penempatan sementarahewan/ikan hidup yang diamankan sebelum
dilepaskealam;

3)Penyidikmembuatkanberitaacarapelepasanhewan/ikanhidupkealam;

4)Anggaranperawatandanataupemeliharaanhewan/ikanhiduphingga
pelepasankembalikealamdidukunganggaranSatgas115.

c.Tumbuhan/HasilPertanian

1)Penyidikmelakukankoordinasidengankarantinatumbuhansetempat
untuk melakukan penilaian,pendataan,pengambilan sampeldan
dokumentasiterhadaptumbuhan/produkpertanianyangdiamankan;

2)Penyidikmelakukan penyisihan terhadap tumbuhan/produkpertanian
untukkepentinganPenyidikandandibuatkanberitaacara;

3)Penyidik melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel
tumbuhan/produkpertanianapabiladiperlukan;

4)Penyidikmengajukanpermohonankepadapengadilannegerisetempat
untukdilakukanpemusnahanterhadaptumbuhan/produkpertanian;

5)Anggaran untuk pengujian laboratorium dan pemusnahan terhadap
tumbuhan/produkhasilpertaniandidukunganggaranSatgas115.

d.Tekstil/PakaianBekas

1)Penyidikmelakukanpendataandandokumentasiterhadaptekstil/pakaian
bekasyangdiamankan;

2)Penyidikmenyisihkantekstil/pakaianbekasgunaprosesPenyidikandan
dibuatkanberitaacara;

3)Penyidikmengajukanpermohonanpemusnahantekstil/pakaianbekas
kepadaPengadilanNegerisetempat.
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e.Makanan/minuman

1)Penyidik melakukan pendataan dan dokumentasiterhadap produk
makanan/minumanyangdiamankan;

2)PenyidikberkoordinasidenganBadanPOM/DinasPerdagangan/Dinas
Kesehatan untuk melakukan penilaian,pengambilan sampel,dan
pengujianterhadapmakanan/minumanyangdiamankan;

3)Penyidikmelakukanpenyisihanterhadapprodukmakanan/minumanguna
kepentinganPenyidikandandibuatkanberitaacara;

4)Penyidikbersamainstansiterkaitmelakukanpengambilansampeluntuk
selanjutnyadilakukanujilaboratoriumyangterakreditasibiladibutuhkan;

5)Penyidik mengajukan permohonan pemusnahan kepada Pengadilan
Negerisetempat;

6)Anggaranuntukpengujiandanpemusnahandidukungolehanggaran
Satgas115.

f.Obat-obatan

1)Penyidikmelakukanpendataandandokumentasiterhadapobat-obatan
yangdiamankan;

2)PenyidikberkoordinasidenganBadanPOM/DinasKesehatan/BNNuntuk
melakukanpenangananterhadapobat-obatan;

3)Penyidikmelakukanpenyisihanterhadapobat-obatangunakepentingan
Penyidikandandibuatkanberitaacara;

4)PenyidikbersamadenganBadanPOM/DinasKesehatan/BNNmelakukan
pengambilansampeluntukdiujikandilaboratoriumyangterakreditasi;

5)Penyidikmengajukanpermohonanpemusnahanterhadapobat-obatan
kepadaPengadilanNegerisetempat;

6)Anggaranpengujianlaboratoriumdanpemusnahanobat-obatandidukung
olehanggaranSatgas115.

g.LimbahBahanBerbahayadanBeracun:

1)PenyidikmelakukanpendataandandokumentasiterhadapLimbahBahan
berbahayadanBeracun;

2)BerkoordinasidenganKementerianLingkunganHidupdanKehutanandan
/Bapedalda/Pihakyangmemilikiperijinanuntukpengambilansampel,
penempatan,maupunpemusnahanLimbahB3;

3)MelakukanpenyisihanterhadapLimbahB3untukkepentinganPenyidikan
danpengujianlaboratoriumyangterakreditasidandibuatkanberitaacara
penyisihan;

4)MengajukanpermohonankepadaPengadilanNegerisetempatuntuk
dilakukanreeksporterhadapLimbahB3;

5)Anggaranuntukpengujianlaboratorium,penempatan,danpemusnahan
LimbahB3didukunganggaranSatgas115.

h.BahanBakarMinyak:

1)PenyidikmendokumentasikanBahanBakarMinyakyangdiamankan;
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2)BerkoordinasidenganBadanMetrologiuntukmelakukanpenghitungan
terhadapvolumeBahanBakarMinyakdandibuatkanberitaacara;

3)PenyidikmelakukanpengambilansampelBahanBakarMinyakuntuk
disisihkandandiujidilaboratorium;

4)Penyidikberkoordinasidengan pihakPertamina/Badan UsahaMigas
pemiliktangkitimbununtukdapatmelakukanpemindahanBahanBakar
Minyakdarikapalkelokasitangkitimbunyangamanbiladibutuhkan;

5)AnggaranpengujiandanpemindahanBahanBakarMinyakdidukung
anggaranSatgas115.

i. Kapal

1)Dalam keadaantertentudanmendesakkapaldapatdilakukanpenyitaan
terlebihdahuluuntukkemudiansesegeramungkindiajukanizinpenetapan
kepengadilan;

2)Dalam keadaan tertentu Penyidik dapatmenginformasikan kepada
penuntutumum agarbarangbuktidapatdirampasuntuknegaraatau
dimusnahkan;

3)Kapalyangsudahdilakukanpenyitaandilakukanpelumpuhandengan
menempatkankapalpadalokasiyangamandanbiladiperlukandapat
dikandaskan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan
pelayarandanaspeklingkunganhidup;

4)Mengamankanalatnavigasi,komunikasi,elektrik,mesinkapal(mesin
tempel)dandaunkemudikapal(biladiperlukan);

5)MemindahkanmuatankapalkhususnyaBahanBakarKapaldanMuatan
padaTangkiBallastketempatyangamanuntukmenghindarikebocoran
ataupun tumpahnya muatan tersebutsehingga berdampak kepada
lingkunganlaut;

6)Bagikapalyangmerupakanbarangbuktitindakpidanaperikanandapat
dilakukanpenenggelamanpadaprosesPenyidikansetelahmendapatkan
persetujuanuntukpemusnahandaripengadilannegerisetempat;

7)Biayayang timbulsebagaiakibatpenanganan kapaldidukung oleh
anggaranSatgas115.

2.PenangananOrang/ABKAsing

a.ABKasingNonProJustitia,kegiatanyangdilakukanPenyidikpadaSatgas
115:

1)MelakukanpendataandanpemeriksaanterhadapABKasingnonjustitia
sebagaisaksi,didampingiolehpenterjemah.Baikterhadapsaksimaupun
peterjemahdilakukandilakukanpenyumpahan;

2)BerkoordinasidenganpihakKeimigrasiansetempatuntukserahterima
penangananparaABKasingnonprojustitia;

3)ApabiladilokasipengamanantidakadakantorimigrasimaupunRudenim,
makaparaABKasingnonjustitiadapatdisediakantempatsementara
sampaiwaktupemulangankenegaranya;

4)MengirimkanpemberitahuankepadaperwakilannegaraasalparaABK
asingnonprojustitia;
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5)Penanganan ABK asing non projustitia selama berada diPenyidik
didukunganggaranSatgas115.

b.ImigranIlegal,kegiatanyangdilakukanPenyidikpadaSatgas115,sebagai
berikut:

1)MengamankanimigranilegaldanmemisahkanantaraABKasingdengan
imigranuntukdiinventarisirdandiidentifikasi;

2)Imigran pria dipisahkan dengan imigran wanita dan anak-anakdan
ditempatkandiruanganyangberbeda;

3)Berkoordinasidengandinaskesehatansetempatuntukpemeriksaan
kesehatanparaimigran;

4)BerkoordinasidenganImigrasisetempatdanIOM untukmenyiapkan
akomodasidan/atauRudenimsertalogistikbagiparaimigran;

5)MenyiapkanpenterjemahdanuntukituberkoordinasidenganIOM;

6)Menginformasikan kepada para imigran tentang hakdan kewajiban
selamaberadadiIndonesia;

7)Memintaketeranganparaimigrandengandidampingipenterjemahdan
dilakukansumpahbaiksaksimaupunpenterjemah;

8)MengirimkanpemberitahuankepadaperwakilannegaraasalparaImigran.

c.TKIIlegal,kegiatanyangdilakukanPenyidikpadaSatgas115,sebagaiberikut:

1)MengamankanparaTKIberikutdengandokumendanidentitasnya;

2)MendatadanmenyediakantempatsementarabagiparaTKI;

3)Meminta keterangan para TKIyang dijadikan sebagaisaksisesuai
kebutuhan;

4)Berkoordinasidengan Dinas Kesehatan setempatuntuk melakukan
pemeriksaankesehatanparaTKIilegal;

5)BerkoordinasidenganDinasSosialsetempatuntukdukunganlogistik
sementarabagiparaTKIilegalyangditampungselamaprosesPenyidikan;

6)TerhadapTKIyangtertangkap/tertimpamusibah(tenggelamnyakapal
pengangkutTKIilegal)diwilayahnegaralain,makasesegeramungkin
melakukankoordinasidenganotoritaspenegakhukumdinegaradimana
TKIilegaltersebutditangkap/terjadinyamusibahyangmenimpaTKIilegal
untukkemudianmelanjutkandenganprosesPenyidikanterhadappihak-
pihakyangbertanggungjawabatasperistiwatersebut.
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BABV
PENUNTUTAN,UPAYAHUKUMDANEKSEKUSIPUTUSANPENGADILANYANGTELAH

BERKEKUATANHUKUMTETAP

A.PraPenuntutan(kasusyangditanganisendiriolehSatgas115):

1. SetelahmenerimaSPDPdariPenyidikpadaSatgas115,pimpinanKejaksaan
AgungsegeramenunjukJaksaPeneliti(“JaksaP-16”),denganmelibatkanJaksa
padaSatgas115.DirekturYustisiaberkoordinasidenganpimpinanKejaksaan
AgunguntukmemastikanbahwaJaksapadaSatgas115masukkedalamJaksa
Peneliti(JaksaP16).

2. JaksapadaSatgas115 danJaksaP-16 diKejaksaanAgung melakukan
koordinasibersama dengan Penyidik sedinimungkin sebelum dilakukan
pemberkasan.

3.Koordinasisebagaimanadisebutkandalam poinbakanmenjadibahanrujukan
dalam penelitianberkasperkaraataukebijakanhukum lainterkaitdengan
penangananperkara.

4.Koordinasidilakukandenganmemperhatikanperaturanperundang-undangan,
perkembanganhukum,rasakeadilaanmasyarakatdanhatinurani.

5.Pelaksanaan koordinasi/konsultasi dituangkan dalam berita acara/buku
konsultasi.

6.JaksaPenuntutumum bertanggungjawabterhadappelaksanaankoordinasi
penangananperkara.

7.ApabilasetelahdilakukankoordinasipadasaattingkatPenyelidikandengan
Jaksadansebelumnyatelahdilaksanakangelarperkara/eksposebersama
Satgas115,ternyataunsurpasalyangdisangkakantidakterpenuhimaka
PenyidiksegeramenentukansikapterhadaphasilPenyelidikan.

8.DalampenelitianBerkasPerkara,baikmengenaikelengkapanformildanmateriil,
JaksaP-16dapatmengembangkandugaantindakpidanayangdisangkakan
denganmemberipetunjukkepadaPenyidikapabilaadaketerlibatanpelaku
fungsional(koorporasi),ataupunadadugaantindakpidanalainnya.

9.DalamhalPenuntutUmumberpendapatbahwaberkasperkarasudahlengkap(P
-21)maka,PenuntutUmummembuatRencanaSuratDakwaandanmemberitahu
kepadaPenyidikuntuksegeramenyerahkantersangkadanbarangbukti(Tahap
II).

10.Dalam halPenuntutUmum berpendapatberkasperkarabelum lengkapmaka,
PenuntutUmum mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidikdisertai
denganpetunjuk.

B.Penuntutan

1. JaksaPenuntutUmum(JaksaP-16A)yangditunjukuntukmelakukanPenuntutan
dapatdilaksanakanseorang jaksaataudalam bentuktim sesuaidengan
kebutuhandenganmelibatkanJaksapadaSatgas115.

2.JaksaP-16A yangditunjukuntukmelakukanPenuntutanterhadapperkara,
segera mempersiapkan kelengkapan administrasiserta menyusun surat
dakwaanuntukmelimpahkanperkarakePengadilanNegeriyangberwenang
sesuaidengan ketentuan Undang-Undang terkait dan Petunjuk Teknis
PenyusunanSuratDakwaan.

3.JaksaP-16A melaksanakanPenuntutanPerkaradanberkoordinasidengan
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PenyidikpadaSatgas115untukmembantumenghadirkansaksi-saksi,ahlidan
hal-hallainnyayangberkaitandenganpembuktiandipersidanganterhadap
tindakpidanayangdidakwakan.

4.Dalam mengajukan tuntutan terhadap terdakwa,Jaksa P-16A juga harus
mempertimbangkan:merampasuntuknegaraatasaset-asetyangdimilikioleh
terdakwa(perorangan/koorporasi)yangtelahterbuktiberdasarkanpemeriksaan
dipersidangandigunakansebagaialat/berasaldarikejahatan.

5.JaksaP-16AsegeramenyiapkanRencanaTuntutan(Rentut)denganmengingat
danmemperhatikanbataswaktuyangdiaturdalamUndang-Undang.

6.Terhadap Barang Buktikapalyang telah dimusnahkan/ditenggelamkan,
hewan/ikan/tumbuhanhidupyangtelahdilepas/dilelang,benda/barang/bahan
yangdimusnahkan/dire-eksporditingkatPenyidikan(berdasarkanPenetapanPN)
supayadimasukandalamdaftarBarangBuktipadaRencanaTuntutan(Rentut).

7.DirekturYustisiamelakukanpemantauanterhadapprosespenyusunantuntutan
danaktifmemberikansarandanpendapatkepadaJaksaP-16ApadaKejaksaan
Negeriyangmenanganiperkaratersebut.

8. SegalabiayakhususoperasionalJaksapadaSatgas115yangdilibatkandalamP
-16danP-16AdibebankandalamanggaranSatgas115.

C.Penerimaantersangkadanbarangbukti:

Penuntutumumyangditunjukuntukmenyelesaikanperkarabertugasuntuk:

1.Mengkoordinasikanpelaksanaanpenerimaantersangkadanbarangbuktidari
PenyidikkepadakejasaannegeriyangberwenangdenganmelibatkanJaksa
padaSatgas115.

2.Membuatberitaacarapendapatatastindakanpenelitianlayak/tidaknyaberkas
perkaradilimpahkankepengadilan.

3.Petugasadministrasi/tata usaha bertanggung jawab terhadap administrasi
penerimaantersangkadanbarangbukti.

4.Petugas barang bukti bertanggung jawab terhadap administrasi dan
penyimpananbarangbukti.

5.PenuntutUmumdapatmenitipkanbarangbuktikepadaPenyidik/instansiterkait
atautempatlaindengandicatatdisaksikanparasaksidanpetugasyang
berwenang.

6.Barangbuktiyangdititipkanmenjaditanggungjawabbersamapihakyangterkait.

7.Segalabiayayangditimbulkandalam penitipanbarangbuktidibebankanpada
anggaranSatgas115.

D.Penahanan/Penangguhan/pengalihanjenistahanan:

1.PenuntutUmum setelahmelakukanpenerimaantersangkadanbarangbukti
membuatberitaacarapendapattentangpenahanan.

2.Beritaacarapendapattentangperlutidaknyadilakukanpenahanandengan
memuatalasansesuaiketentuanhukumyangberlaku.

3.Berita acara pendapat tentang perlu tidaknya dilakukan penahanan
dikonsultasikankepadakepalaKejaksaanNegerimelaluiKasiPidum dengan
memintasaran/masukandariJaksapadaSatgas115.

4.Penahanandapatditangguhkanataudialihkanjenispenahanannyaberdasarkan
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hukum acarapidanadanketentuanlainyangterkaitdenganmemperhatikan
perkembanganhukum.

5.Pelaksanaanpenangguhanpenahanan/pengalihanjenispenahanandilaksanakan
dengansuratperintahKepalaKejaksaanNegeri/KepalaCabangKejaksaan
Negeri.

6.Dalam haltersangkasakitberdasarkanketerangandokter,PenuntutUmum
mengusulkankepadaKepalaKejaksaanNegeri/KepalaCabangKejaksaanNegeri
untukdilakukanpembantaran.

E.UpayaHukumdanEksekusi:

1.UpayaHukum:

a.ApabilaPutusanHakim1/2(setengah)darituntutanJaksaPenuntutUmum
walaupunseluruhpertimbanganJaksaPenuntutUmumdiambilolehHakim,
makaJaksaPenuntutUmum diwajibkanuntukmenyatakanUpayaHukum
(Banding).

b.TeknisyangmenyangkutUpayaHukum(Banding,kasasidanPK)mengikuti
ketentuanperundang-undanganyangberlaku.

c.JaksapadaSatgas115berkoodinasidenganjaksadisatuankewilayahan
untukmengetahuipelaksanaan UpayaHukum dan melaporkan kepada
pimpinanSatgas115.

2.Eksekusi

a.PelaksanaaneksekusisegerasetelahsalinanPutusanPengadilanyangtelah
mempunyaikekuatanhukum tetap(inkrachtvangewijsde)diterimaoleh
KejaksaandenganmenerbitkanPelaksanaanPutusanPengadilan(P-48).

b.Khusus terhadap eksekusibarang buktikapalyang ditenggelamkan,
Kejaksaan Negeriyang menanganiperkara melaluiDirekturYustisia
berkoordinasidenganSatgas115untukpelaksanaannya.

c.JaksapadaSatgas115berkoodinasidenganjaksadisatuankewilayahan
untukmengetahuipelaksanaaneksekusidanmelaporkankepadapimpinan
Satgas115.
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BABVI
ANGGARAN

DalamrangkapelaksanaantugasSatgas115diperlukandukungananggaranyang
bersumberdariAnggarandanPendapatanBelanjaNegara(APBN).Adapunmekanisme
pengusulananggarandilingkupSatgas115sebagaiberikut:

1.Pada tanggal1 bulan Aprilsetiap tahunnya,Kepala Sekretariatmengirimkan
memorandum kepadaDirekturOperasi,DirekturYustisi,KoordinatorStafKhusus,
dan KoordinatorTim Ahliuntukmemulaipenyusunan anggaran untuktahun
anggaranberikutnya.

2.UsulananggaranyangdibuatolehDirekturOperasi,DirekturYustisi,KoordinatorStaf
Khusus,danKoordinatorTimAhliwajibdiserahkankepadaKepalaSekretariatpada
tanggal31bulanMeisetiaptahunnya.

3.KepalaSekretariatmenyampaikanusulananggarankepadaPimpinanSatgas115
dengantembusankepadaSekretarisDirektoratJenderalPengawasanSumberDaya
KelautandanPerikananselambat-lambatnyatanggal10padabulanJunisetiap
tahunnya.

4.PimpinanSatgas115,KepalaSekretariatSatgas115,danSekretarisDirektorat
Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan
pembahasanterhadapusulananggaransebagaimanadimaksudpadaangka3;.

5.Usulansebagaimanadimaksudpadapoin4wajibselesaidibahasdanditetapkan
menjadiusulanakhirpadatanggal20bulanJulisetiaptahunnya.

6.SekretarisDirektoratJenderalPengawasanSumberDayaKelautandanPerikanan
memasukanusulanakhirsebagaimanadimaksudpadaangka5kedalam usulan
anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dibahas dalam rapat
penyusunanAPBNtahunanggaranberikutnya.

DemikianSOP inidibuatsebagaiacuandalam penegakanhukum terhadap
PenangkapanIkanSecaraIlegal(IllegalFishing),yangberlakusejaktanggalditetapkan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIKINDONESIA,

ttd.

SUSIPUDJIASTUTI


